BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan
masyarakat setempat yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
Hal ini sesuai dengan ketentuan umum di dalam Undang - Undang Otonomi
Daerah No.22 tahun 1999 yang telah digantikan dengan Undang — Undang
No. 32 tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah. Sejak tanggal 1 Januari
2001 pemerintah Indonesia telah melaksanakan kebijakan mengenai otonomi
daerah secara efektif. Dengan diberlakukannya undang — undang ini
dipandang lebih demikratis dan asas desentralisasi dapat dipenuhi dengan
maksimal. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat (Suparmoko, 2002)

Di dalam Undang - Undang No. 33 tahun 2004 Desentralisasi adalah
penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi sendiri bertujuan untuk lebih
meningkatkan  kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat,

pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, serta



memelihara hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah dan antar
daerah (dalam Sidik et al, 2002 dalam Maimunah dan Rusdi, 2008).

Undang — Undang No0.32 tahun 2004 dijelaskan bahwa dalam
pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan
mentransfer dana perimbangan kepada Pemda yang berwujud Dana Alokasi
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil yang
didapatkan dari pajak dan sumber daya alam. Selain dana perimbangan
tersebut, Pemda juga mempunyai sumber pendanaan sendiri yang terdiri dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan
daerah yang sah yang digunakan untuk membiayai belanja modal dan
pembangunan. Kebijakan dalam penggunaan seluruh dana tersebut
diserahkan kepada Pemda. Dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat,
diharapkan Pemda menggunakan dana transfer tersebut secara efektif dan
efisien. Kebijakan penggunaan dana tersebut seharusnya dilaksanakan secara
transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaanya, transfer yang diperoleh dari Pemerintah Pusat
adalah sumber dana utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi
utama Pemda sehari-hari, dan Pemda melaporkan di perhitungan APBD.
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah
daerah sudah seharusnya memperbaharui komposisi belanjanya. Transfer
Pempus mempunyai tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar
pemerintahan serta menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum

diseluruh daerah (Simanjuntak dalam Sidik et al, 2002 dalam prakosa, 2004).



Adanya transfer dana ini bagi Pemda merupakan sumber pendanaan
dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan untuk kekurangan
pendanaan diharapkan Pemda dapat menggali dari sumber pendanaan sendiri.
Permasalahannya yang terjadi saat ini, pemerintah daerah terlalu
menggantungkan alokasi DAU untuk membiayai belanja modal dan
pembangunan tanpa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah. Pada
saat alokasi DAU yang diterima besar, maka pada periode selanjutnya Pemda
akan berusaha untuk memperoleh DAU pada porsi nominalnya (Afrizawati,
2012).

Di Indonesia, pada dekade 1990-an, persentase transfer dari pempus
mencapai 72% atas pengeluaran propinsi dan 86% atas pengeluaran
kabupaten/kota. Untuk negara-negara lain, seperti Afrika Selatan persentase
transfer atas pengeluaran Pemda yaitu 85% , di Nigeria sebesar 67%-95%,
serta di Meksiko sebesar 70%-90%. Di Amerika Serikat, presentase transfer
dari seluruh pendapatan mencapai 50% untuk pemerintah federal dan 60%
untuk pemerintah daerah (Fisher, 1996 dalam Syukriy dan Halim, 2003).
Khusus di negara bagian Wisconsin di Amerika Serikat, sebesar 47%
pendapatan Pemda diperoleh dari transfer Pempus (Deller et al, 2002).

Penelitian mengenai Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli
Daerah terhadap Belanja Daerah di Indonesia sebelumnya telah diteliti dan
menghasikan adanya pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli
Daerah yang signifikan terhadap Belanja daerah (Diah dan Rahman, 2007).

Selanjutnya Khairani (2008) menekankan pengaruh Dana Alokasi Umum dan



Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan
Publik. Khairani menemukan semakin besar pendapatan yang diterima Pemda
yang berasal dari DAU dan PAD maka semakin besar pula belanja daerahnya.
DAU dan PAD yang diuji secara terpisah berpengaruh terhadap Belanja
Daerah yaitu Belanja Aparatur dan Belanja Publik. Namun pada saat diuji
secara serentak DAU dan PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Aparatur,
tetapi berpengaruh terhadap Belanja Publik.

Secara konseptual, belanja dan pengeluaran dipengaruhi oleh
perubahan pendapatan, tetapi tidak selalu semua tambahan pendapatan yang
ada akan dialokasikan di dalam belanja (Khairani, 2008). Masing-masing
daerah kabupaten/kota di Indonesia mempunyai kemampuan keuangan yang
berbeda beda. Perbedaan keadaan ini yang membuat peneliti ingin
mengetahui bagaimana pengarun DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah
kabupaten Boyolali. Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan
dan membantu Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan di masa yang
akan datang mengenai perencanaan, pengendalian, dan evaluasi APBD.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Mutiara dan Akbar (2008)
yang berjudul Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada
Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Penelitian ini membuktikan bahwa nilai
DAU dan PAD berpengaruh terhadap besarnya nilai Belanja Daerah.
Perbedaan penelitian ini adalah data dan sampelnya yang berbeda dengan

penelitian sebelumnya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah



Kabupaten Boyolali periode tahun 2003 sampai 2011. Penelitian ini tidak
meneliti Flypaper Effect pada pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan
Asli Daerah terhadap Belanja Daerah, terhadap peningkatan Belanja Daerah,
dan perbedaan Kabupaten/Kota yang PAD-nya tinggi dan PAD-nya rendah,
serta pengaruh DAU dan PAD dalam kategori pengeluaran sektor publik.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan mengkaji lebih
lanjut dan mengambil judul: “ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI
UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP

BELANJA DAERAH DI KABUPATEN BOYOLALI”

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan :
1. Apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja
Daerah Di Kabupaten Boyolali?
2. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap

Belanja Daerah Di Kabupaten Boyolali?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah maka dapat disimpulkan bahwa
tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap

Belanja Daerah.



2.

Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap

Belanja Daerah.

D. Manfaat Penelitian

1.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :
Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah
Dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam
menyusun kebijakan mengenai perencanaan, pengendalian, dan evaluasi
dari APBN dan APBD pada periode yang akan datang.
Bagi Pihak Lain
Sebagai bahan referensi dan data tambahan untuk peneliti-peneliti
lainnya yang tertarik dengan bidang kajian ini.
Bagi Penulis
Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta menambah pengalaman
peneliti dalam bidang penelitian, khususnya tentang pengelolaan

keuangan daerah

E. Sistematika Penulisan

Bab | Pendahuluan

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

sistematika penulisan.



Bab Il

Bab 111

Bab IV

Bab V

Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka memuat teori-teori yang relevan dengan
penelitian yang dilakukan meliputi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan
Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, penelitian terdahulu, kerangka
pemikiran, dan hipotesis.

Metode penelitian

Dalam bab ini meliputi jenis penelitian, populasi dan sampel
penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data,
definisi operasional dan variabel penelitian, dan metode dan teknik
analisis data.

Analisis data dan Pembahasan

Bab ini berisi pembahasan secara rinci tentang analisis data serta
pembahasan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah
dilakukan.

Kesimpulan dan Saran

Berisi tentang kesimpulan dari pembahasan skripsi, keterbatasan
penelitian dan saran-saran yang perlu disampaikan untuk penelitian

selanjutnya.



